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EKSISTENSI INDUSTRI JASA KEUANGAN DENGAN KEHADIRAN

TEKNOLOGIT FINANSIAL

Indri Erkaningrum Florentina
Abstract

Innovations in the use of information lechnology in various seclors and fasi-paced
changes of people ‘s lifestyles toward the life demands become one of the wiggers
Jor the presence of finamcial technology. Financial techmology has moved fas
fowards high-growih markets. The development in Indonesia based on data as of 30
June to 30 September 2019 shows: 1) provinces with the highesi borrower accounts
accumulaiion are West Java, the the Capital City of Jakarta, East Java, Banten,
and Central Java; 2) provinces with the lowest borrower accounts accumulation
are North Maluku, West Sulawesi, West Papua, Maluky, and North Kalimanian; 3)
provinces with the highest lender accounis accumulation are the Capital Clly of
Jakarta, Wesr Java East Java, Central Java, and Banten; 4) provinces with the
lowest lender accowmts aceumulation are West Sulawesi, West Papua, North
Kalimarian, North Maluku, and Maluku. On the one hand, financial technology
acceleration provides benefiis for sociely, businesses, and the national ecoromy.
(M the other hand however, it has the pofential to disrupt the existence of the
financial services industry. Therefore, conventional financial services companies
need fo adapi soon, move fast following the development of the dymamics of
financial digitalization, and collaborate with financial technology companies in
accordance with the applicable rules, regulations, and business erhics.

Keywords: Financial Technology, Financlal Services Industry, Borrower, Lender

A. Pendahuluan

Kehadiran teknologi finansial
merupakan salah satu inovasi pemanfaatan
teknologi informasi yang menggabungkan
antara jasa kewangan dan teknologi.
Akselerasi teknologi finansial di satu sisi
membawa manfaat bagi masyarakat,
pelaku  usaha, maupun perekonomian
nasional, namundi sisi  lain  memiliki
potensi risiko yang dapat mengganggu
sistem kevangan dan eksistensi industri
jasa keuangan. Artikel ini bertujuan untuk
melihat perkembanganteknologi
finansialdan mengupas dampak kehadiran
eknolog finansial khususnys peer fo peer

lendingpada industri jasa keuangan di
bahasan  dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam menyikapi, menyusun strategi dan

Indonesia. Hasil

mengambil kebijakan bagi industi jasa
kevangan dalam menghadapi kehadiran
teknologi finansial peer to peer lending.

B. Pembahasan
1. Menelusuri  Kehadiran  Teknologi
Finansial
Teknologi finansial merupakan salah
sati  inovasi pemanfaatan  teknologi
informasi yang banyak dibicarakan dalam
industri jasa keuangan. Nader (2019)



mengemukakan teknologi finansial adalah
salah sat area topik yang paling bamyak
dibicarakan dalam industri jasa keuangan
global Inovasi  pemanfaatan teknologi
informasi di berbagai sektor dan perubahan
gaya hidup masyarakat dengan tuntutan
hidep vang serba cepatmenjadi salah satu
pemicu  kehadiran teknologi  finansial.
Inovasi sebagaimana yang tercantum
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Nomor 1915/PADG/2017 tentang Tata
Cara Pendaflaran, Penyampaian Informasi,
dan Pemantavan Penyelenggara Teknologi
Finansial adalah penggunaan teknologi
baru dan/atau penerapan ide baru dalam
mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau
infrastruktur  dalam  penvelenggarasn
Teknologi Finansial. Rafay (2019)
mengemukakan vang vang terkait dengan
teknologi  finansial mendapatkan secara
bertahap  tambahan
pemikiran  baru.  Tcknologi  finansial

kemajuan  dan

merupakan hasil penggabungan antara jasa

keuangan dan teknologi.Peraturan Otoritas
Jasa Kevangan Republik Indonesia Nomor
13/POJK.02/2018 Inovasi
Keuvangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
memuat Inovasi Keuangan Digital yang
selanjutnya disingkat [KD adalah aktivitas
pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan

tentang

instrumen keuangan yang membenkan
nilai tambah baru di sektor jasa keuangan
dengan melibatkan ekosistem digital.

Peer to Peer Lemding (P2P lending)
merupaken salsh =sw jemis teknologi
finansialyang membswa manfaat bagi
masyarakat, pelaku wsaha, maupun
mendapatkan pinjaman (meskipun telah
memiliki penilaian kredit yang baik di
masa lalu) dan proses  perseiujuan
pengajuan  kredit yang panjang dapat
teratasi  dengan  hadirnya  teknologi
finansial. Teknologi finansial memudahkan
masyarakat dalam mengakses pinjaman
ataupun pembiayaan dengan layanan yang
lebih baik, pilihan yang lebih banyak dan
harga yang lebih murah.

P2FP lending memanfaatkan teknologi
informasi untuk menghubungkan sccara
langsung pihak yang mempunyai kelebihan
dana dengan pihak yang membutuhkan
dana. Pelaku Usaha Mikro, Kecil,
Menengah (UMEM) memanfaatkan FP2P
lendingscbagai salsh satw shematif solusi
mengatasi permasalshen tingginya suku
bunga kredit dan bemyaknya persyaratan
kredit ussha & bamk P2P lending telah
membanty UMEM wstuk mendapatkan
modal bobesgs remdsh Penvederhanaan
rantai temsalcm  penckanan  biaya
operasomal dmm Bmya modal, serta
pembeioan s =formasi merupakan
beberaps maniaw wimologt finansial bagi
poisin TS



Teknologi  finansial memberikan
manfaat bagi negara dalam mendorong
transmisi kebijakan ekonomi,

meningkatkan kecepatan perputaran uang
dan  mendorong  Strategi  Nasional
Kevangan  Inklusif/SENI.  Keuangan
mklusif menuwrut Peraturan Presiden
Eepublik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016
tentang  Strategi  MNasional Keuangan
Inklusif adalah kondisi ketika setiap
anggota masyarakat mempunyai  akses
terthadap berbagai  layanan keuangan
formal yang berkualitas secara tepat wakn,
lancar, dan aman dengan biaya terjangkau
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, Meskipun teknologi finansial
telah  memberikan manfaat bagi
masyarakal, pelaku usaha, maupun
perekonomian nasional, namun kehadiran
teknologi finansialjuga memiliki potensi
nisiko yang perlu diwaspadad.

Risiko yang perlu  diwaspadai dari
layanan  keuangan vyang  diberikan
perusshaan berbasis teknologi  finansial
antara lain risiko keamanan data, tingginya
suku bunga akibat posisi tawar yang tidak
selara, kepagalan  sistern,  kesalahan
transaksi, penipuan, dan  rentannya
penggunaan  data  konsumen. Teknologi
finansial mengasumsikan peran yang lehih
besar dalam meningkatkan  efisiensi
global,  tetapi  juga
memperkenalkan  risiko  baru.  Scbagai

Keuangan

contoh, teknologi internet memungkinkan
untuk menyebarkan  informasi  palsu,
berkontribusi  (erhadap peoularan, dan
menycbabkan kerugian
(Unurjargal & Charles, 2018). Kehadiran
teknologi finansial berpotensi
menimbulkan ketergantungan masyarakat
terhadap utang yang berlebihan dan tidak
produktif Potensi risiko yang ditimbulkan
layanan perusshaan berbasis teknologi
finansial memerlukan pendekatan bharu

investor

dalam pengaturan dan pengawasan yang
mendorong transparansi dan penerapan
tata  kelola  vang lebih baik
untukmemitigasi distorsi dari kehadiran
teknologi finansial. Douglas, et al (2019)
mengemukakan regulator  harus  mem-
prioritaskan risiko teknologi, dan prioritas
ini harus dilakukan baik secara internal
maupun cksternal. Formulasi regulas: yang
tepat dibutuhkan agar inovasi lavanan
teknologi finansial tetap dapat didorong,
tetapi tetap dalam koridor terjaganya
stabilitas  sistem
perlindungan Dengan
demikian, potensi risiko sistemik dari
kehadiran  teknologi  finansial dapat
dimitigasi.

kcuangan  serta

konsumen.

2. Regulasi Teknologi Finansial
Peraturan Bank Indonesia Nomor
1912/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi  Finansial memuat teknologi
finansial adalah pengpunaan teknologi



dalam sistem kevangan yang menghasilkan
produk, layanan, teknologi, dan/atay model
bisnis baru serta dapat berdampak pada
stabilitas moneter, stabilitas  sistem
kevangan, dan/atau efisiensi, kelancaran,
keamanan, dan  keandalan  sistem
pembayaran. Pasal 3 (1) memuat
penvelenggaraan  teknologi  finansial
dikategorikan ke dalam: a  sistem
pembayaran; b. pendukung pasar; c.
manajemen invesiasi dan mansjemen
risiko; d. pinjaman, pembiayaan, dan
penyediaan modal; dan e. jasa finansial
lainnya.

Pinjam meminjam berbasis teknologi
informasi  atau  yang  biasa  dikenal
denganpeer to peer lending sebapai salah
satu layanan teknologi finansial diartikan
bahwa individu (“rekan™) melakukan
peminjaman secara langsung tanpa melalui
perantara keuangan tradisional (loannis &
Manuel, 2016). Penyelenggaraan peer fo
peer  lending  adalah  kegiatan yang
mempertemukan pihak pemberi pinjaman
dengan  pihak penerima  pinjaman,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJE.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi mengemukakan layanan pinjam
teknologi
informasi adalah penyelenggaraan layanan
jasa  keuangan untuk mempertemukan
pemberi  pinjaman  dengan  penerima
pmjaman  dalam rangka melakukan

meminjam uang  berbasis

pcrjanjian pinjam meminjam dalam mata
uang rupiah secara langsung melalui sistem
clektronik dengan menggunakan jaringan
internet.  Pihak yang  membutuhkan
pinjaman menggunakan platform digital
melakukan registrasi dan  mengajukan
permohonan pinjaman sesuai syaratl yang
ditentukan penyelenggara layanan pecr lo
peer lending. Kern (2019) mengemukakan
dengan menggunakan platform pinjaman
elektronik ini, investor dan peminjam
bisnis dapat mengidentifikasi satu sama
lain dan menyetujui ketentuan mereka
sendin tanpa campur tangan
perantara Tingkat  bunga  ditentukan
berdasarkan tingkat risike dad pemohon.
Profil peminjam dan tingkat bunga yang
dijanjikan akan menjadi dasar
pertimbangan pemberi pinjaman  dalam
memberikan pinjaman. Penerima pinjaman
skan melakukan pembayaran pinjaman
sesuai dengan perjanjian vang telah
disepakati. Semua proses registrasi sampai
dengan pembayaran pinjaman dilakukan
dengan memanfaatkan tcknologi informasi
peer [0 peer  lending  ter-lihat
memperiemukan secara langsung  antara
pemberi  pinjaman dengan penerima
pinjaman melalw tcknologi  informasi,
sementara  dslam  pinjem  meminjam
melalu perantara keuangan
konvensionalterfihat tidak ada pertemuan
sccara lamgmmg sstara pihak pemberi



pinjaman dengan penerima pinjaman
(pemberi  pinjaman tidak mengetahui
penyaluran dana yang dimilikinya).Kern
(2019) mengemukakan
transparansi antara pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman, yang tidak ditemukan
antara penabung dan penerima pinjaman
pada suatu bank.

Pasal 15 Peraturan noritas Jasa
Keuangan T7/POJE.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis  Teknologi
mengemukakan penerima pinjaman harus
berasal dan berdomisili di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
ferdiri dari: a. orang perseorangan warga

terdapat

MNomor

Informasi  juga

negara Indonesia; atau b. bhadan hukum
Indonesia. Pasal 16 mengemukakan
pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam
dan/atau luar negeri, yang terdiri dari: a.
Orang  perscorangan  warga | negara
Indonesia; b. orang perseorangan warga
negara asing: ¢ badan  hokum
Indonesiafasing; d. badan  usaha
Indonesia/asing; dan/atau e, lembaga
intemasional. Pemberi  pinjaman  dapat
berasal dari dalam dan/atau luar megeri,
maka di bawah i dikemukakan badan
yvang menangani teknologi finansial di
negara berkembang Asia,

Gambar 1. Origination Process of a Marketplace Lending Platform

Apply i'tlm:

». =

-

—]

Sumber : loanniz&Manuel 2016

.
] Parform purchases loan from bank



Tabel 1. Fintech Regulatory Agencies in Emerging Asia

=

Country Muin Regulatory Agencies Fimtech-F scwsed Uit
Brunci Darussalam . Autoriti Monetari Brunei Darussslam Fmiech Difice {AMBD)
Cambodia Mational Bank of Cambodia and Minisiry of Economy aad —
Finance
China "._Pmp&‘sﬂa:liﬂfmfm,(huﬂuhqﬂm Fmiech Commitice (FBoC)
'_ Fepulatory © Commizsion, China Scouritics Repulatory
'Enumunul.l'-'lllmv of Public ﬁmlu;r'u]tm:an:hhnhl:
India Rmﬂuhnflndiu.ﬁmumm&dmpcﬂmﬂnflﬂh. Working Group on Fintech and
Insurance Regulatory and Development Authority and  Digital Bumbring (RBI);
Telecom Regulatory Authority of India Committcc on Financial and
Regulatory Technology (SEBI)
Indonesia _MIMM%FMEWAMﬂdm& Fintech  Office  (BIL, OJK
i Emmm:-taﬂlnfmuﬂu o Innovation Center for Digital
_Lao FDR : L
Mialavsia Bl:l: H:a.m h&fwﬁ:. Securitics . Commission s Fintech Enablement  Group
hvanpar Central E Banir urh{ymur
Philippings ‘Bangko Sentral ngPilipinas (BSP). Securilies and Exchange  Financial Techrology  Bub-
Commission ard Natiomal Privacy Commission . Bector (BSP)
Singapore Monetary Auwthority of Simgapore, Ministry of Law and Fimiech & Innovation Group
IntcrnationalEnterprise Singapore MAS)
Thailand Bank of Thailand, Securitics and Exchange Commission, —
“Ministry of Finance and Electronic Transactions Damtnpmmt
Agency
Wied Nam State Bank of Yied Mam Stecring Commifice on Fintech

(SBYV)

Note: Data are as of 14 September 2018

Source: OECD Development Centre compilation based on various sources

Otoritas  Jasa Keuangan, vyang
selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga
yang independen dan bebas dari campur
langan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemenksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Eeuangan. Penyelenggara layanan pinjam

meminjam  uang  berbasis  teknologi

informasi wajib mengajukan pendaftaran
dan perizinan kepada OJE. Penyelenggara
teknologi finansial yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan per 30 Oktober
2019 sebanyak 144 perusahaan, Dari 144
perusahaan yang terdaftar terdapat 13

nama-nama
perusahaan yang berizindi Otoritas Jasa
Keuangan.



Tabel 2. Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK

per 30 Okwober 2019
No Nama Perusahaan Nama Platform
1 PT Pasar Dana Pinjaman Danamas
2 PT Investree Radhika Jaya Investree
3 PT Amartha Mikro Fintek Amartha
4 PTIado Fin Tek Dompet Kilat
5 PT Creative Mobile Adventure KIMO -
6 PT Toko Modal Mitra Usaha Tokomaodal
7 PT Digital Alpha Indonesia UangTeman
8 PT Mitrausaha Indonesia Grup Modalkn
9 PT Pendanaan Teknologi Nusa KTAKILAT
10 PT Kredit Pintar Indonesia Kredit Fintar
11 PT Astra Welab Digital Artha Maucash
12 PT Oriente Mas Sejahiera Finmas
13 PT Aman Cermat Cepat KlikACC

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 30 Oktober 2019

Masyarakat dan pelaku usaha perlu
kiranya melihat penyelenggara teknologi
finansial yang terdaftar dan berizin di
Ororitas Jasa Kevangan, Kemunculan
penyelenggara teknologi finansial ilegal
akan merugikan masyarakat karena pada
umumnya  penyelenggara  teknologi
finansial  illegal:atidak berada dalam
pengawasan Oforitas Jasa Keuangan; b.
pengurus  tidak  memiliki  standar
pengalaman di industri jasa kevangan; c.
lokasi  kantor vyang tidak  jelas;
d.persyaratan meminjam yang cenderung
sangat mudah; e. pemberian biaya, bunga,
dan denda pinjaman yang sangat besar dan
tidak transparan, fcara penagihan yang
melanggar aturan; g permintaan akses
seluruh  data pribadi  dalam telepon
genggam yang akan disalahgunakan untuk
melakukan penagihan; dan h.

penyelenggaraan yang tidak mengikuti
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
perundang-undangan  yang  berlaku.
Kepastian daflar penyelenggara teknologi
finansial yang terdaftar dan berizin di
Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan
oleh masyarakat dan pelaku usaha yang
akan memanfaatkan layanan jasa teknologi
finansial.

3. Perkembangan Borrower dan Lender
Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan
Nomor 77/POJE.01/2016 tentang Layanan
Berbasis
Teknologi Informasi memuat penerima
pinjaman adalsh orang dan‘atau badan
hukum yang mempunyai ulang karena
perjanjian Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi dan
pemberi pinjaman adalah orang, badan

Pinjam  Meminjam  Uang



Tabel 3. Jumlah Akumulasi Rekening Borrower berdasarkan Provinsi

Ne Provins per o per a per o per %4
_H—G—Iﬂlil Ji-7-200% H-5-209 M-8-2019
1. Nanggroe Acch I 42569  DA44% 15.656  0.43% 55 582 o BA3% B384 43%
i Sumatern LUltar ZiE.3R2 2 I EET 2 65% 330424 165% 377460 1.63%
Bumatera Berat 113,38 1,16% 127,743 LI13% 156659 1dma 152079  1.06%
4. Rian S1.362 LM% 106798 0.94% 119083 @93% 132070 0.52%
5. Kepulavan Eian 62710 D% 72248 063% BOLIGT 0AI EDA0E  DE2%
& Jamhi 51134  051% JB5313  DAIN 64549 051% 460 (S0
T.  Benagkulu 2159 0.13% 5549 DIM% ETIER XM 31.986 0.27%
B.  Somafera Selatan 60560  1.858% 17800 1A% AR e IXBML160%
9 _B Bali 14444 013% 1.0 (L1 T3 0Ivs 05 0.15%
1. Lampung 1,369 107% 125692 1.0 I¥E 109 156,462 1.06%%
11. Baaten Q03528 9.28% LOS2597 920 LI %N% 1519648 9.19%
1L Fawa Harad 1777602  I8351% 3280334 ZETI%  ATINTEN TSRO0 4200 44% 7025%
1% DEI Jakaria A0S 24.51% 2790553 M4SN S11L9H TR T4E2 614 M1
14. Jawa Tengah 679.168  6.9T% BiB30] 71T ML 13 LETLII6  7.51%
15 Dl 'I'I!ﬂ.'m 120,423 1.24%s 141 480 1.24% 155560 I,_Hl'. 176 K33 1.23%
16, Jawa 'I'Iml.'l_r 1162833 11.93% 1357338 11.89% m__ﬂ‘ IL?E LM a3 11.860%
I7. Hali 120023 1,.24% 136,645 1.20% MRME MM M TOT LIV%
18 MNisa TIIIEH.I.‘I Barui 342500 A5 40117 D35 s 5T l‘;'_i 24X 0.3%
1%, Musn ngﬁn_m Tl 13675 0% I7. 147 015 RIET 0LI% I_Llﬂ 0, 16%%
20,  Kalimantzn Uiam Sl D00 10560 D1 ZaE LS R3S D
21, Kalimanten Baru 52512  0.54% 60.207  0.53% Sa B 0 T2 05%
23, Kalimantan Tengah BT (2 32319 OIS Nl 1I% 40182 0.78%
13. Kalimantan Selslon 64,508 60% 71481 DePs i e 612 DAL
24,  Kalimantsn Timar 107.277 1. 10% 122 553 1™ AR 1 |5 R 125
18 (Goroptalo 18843 D109 21690 D1 M A 2E004  D19%
26 Sulvwesi Lara 136,700 1 40% 151317 133 MOTT IR IRLISI 121%
7. Sulawesi Harat 5635 0.06% 6.550 D% p BN BT 0.00%
28, Sulowesi Tenpah 16.x20 017 9.06d OIS MERT D17
28, Sulawesi Selatan 133,188 1.37% 152431 L3P 1.2005
M. Sulawesi Tengpars 16,889 0.17% 19934 IS S 0 18%
3. Mahsku Vom 3456 0 06% 42 i1, %4
32, Mahdm B.305  0.00% 10.0E2 S s - ]
33, Papua Barat 38 007 T4T4 LM% T
3. Papun 12250 0,13% 14383 BIvs [ =2 a IT616 D12%
S 743679 100005 10415849 DOEEes ELESD T B A1E 100,00%

Sumber: Otoritas Jasa Keuvangan

hukum, dan/atan badan usaha yang
mempunyai  piutang karena perjanjian

Tebel 5 mempeShedes provinsi

Lavanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi  Informasi.  Berikut  adalah
perkembangan  akumulasi  rekening
penerima  pinjaman  (borrower)  dan
pemberi pinjaman (lender) berdasarkan
provinsi di Indonesia per 30 Juni 2019
sampai dengan per 30 September 2019.

borrower erbeser & Indomess per 30 Juni
2019 =g demgam per 50 Seplember
2019 bermrs-aew sisisk provinsi Jawa
Barat. DEJ Sibess Jewa T, Banten,
den Joez Tenpihless Seex dan DKI
hizu mepeis dm geees yang
D= AoECT T soanulas

Tabel 4. Jumlah Akumulasi Rekeningl smderberdomions Prvwins



No  Provinsi per Yo per e per 5% per i
3-6-2019 3-7-2019 3-E-201% 30-9-201%
l.  Manggroe Aceh D, 3017 U6l% 14 060% 3195  0.61% 3435 0.62%
1 Sumatera Uara 14029 283% 14965 2009 15691 2.98% 17059 3.07%
3. Sumatera Barsl 2984 0.60% 3121 0.61% 3256 0.62% 353 0.64%
4. Riau 4639  0.4% 4857 0040 SORS  0.% 5500  0.90%
5. Kepulsan Riao 33T 0.68% 3568 0.69% AT 0% 4063  0.73%
6. Jambi 23038 0L.46% 2438 0.4 2559 DA% 2ED  0.50%
Benghulu 1037 021% 1078 0.21% L1112 0.21% 1200 0.22%
8. Somatera Selitan 66T 13 2% 6391 [.24% G662  1.26% TI% 1309
9. Kep Bangka Belitung 1421  0.20% 1476  0.29% 1.522  D29% 1601 Dooeg
10.  Lampung 3795 0.7 390 0.7 4211 0.80% 4518 081%
11, Banien 25,155 511% 26949 52305 27563 5.13% 966l 534%
12 Jgom Barni TATH  1507% TREM 153195 Bl.346 15.47% B7.T6T 15.51%
13 DEI Jakarty 23062 4% 248764 48 20% 250038 47.61% 258330 46.53%
14.  Jawa Tengah 29321 591% 3L05T  h03% 12047 60H% 34127 6.05%
15. DI Yogyakorta BEOT  L74% B9G1  1.T4% 2063 1.74% 59 1L73%
16.  Jews Tamur 16535 L3 18.742 1.51% #0251  T.64% 13381 Ti1%
I7. Hali 705 L1%s 6014 107 6244 1.18% 67 1.21%
18 Musa Tengparn Barst 2040 0.41% 2112 041% 207 041% 2318 042%
19, Nusa Tenggar Timur 1389  0.I18% 1427 0.25% 1476 0.28% 1.580  0.28%
20, Kalimantns Ularg 470 Loy 3 0.10% S0 0.10% J 100
21. Kalimantan Barat 3398 069% 3600 0.70% 1757 0.11% 4058 0.73%
21 Kolimastan Tengah 1,729  035% 1L.777  0.34% 1.80%  0,34% 1735 0.35%
23.  Kalimantan Selatan 3731 05%% 2859 0.56% 1019 0.5 3307 0.60%
24, Kalimantan Timur 4.2 (LE5% 4435 0H6% 4.590 Q&M 4068 0809
25, Gorontalo 655 0.13% 664 0.13% 678 0.13% 739 0,13%
6. " Sutawesd Utarn 2 380 04850 2415 0. 47%% 2520 [D48% 2721 4o,
27, Salawed Baral 424 009% 432 D08 5§23 0,10% 534 0.10%
I8, Sulawes Tengah 976 0.20% 1021 0.20% LO59  0.20% LI152  0.21%
29, Sulawes Selatan 5495 L11% ST 112% 6056 1.15% 6,537  1.18%
30 Sulawesi Tenggam 1140 023% 1177 0.23% L207T  0.23% L300 0.23%
31,  Mdahibm Ubsss oy 0.12% e 0L12% 613 012% 48 012%
32, Maluku B0 012% 622 QI 642 0.12% 684 0.12%
33, Papun Barat 455 D09 481 o S04 010 546 0.10%
H,  Papua 1060 021% LI02  021% 1113 0.21% L1811  0.21%
A5 84T 100,008 515436 100.00% SI0.0%6  100.00% 335340 100000%
Sumber: (horitas Jasa Kevangan
rekening  borrower  cukup  tinggi bahwa telah banyak masyarakat dan pelaku

dibandingkan dengan provinsi-provinsi
lain di Indonesia. Hal ini memperlihatkan

usgha di provinsi Jawa Barat dan DKI
Jakarta yang telah mengenal, memahami,



memercayai dan memanfastkan layanan
jasa teknologi finansial, Kemudahan akses
dan ungginya percepatan penggunaan
telepon  pintar  (smartphone)  oleh
masyarakat dan  pelaku  usaha juga
merupakan salah satu faktor tingginya
Jumlah akumulasi rekening borrower di
provinsi  Jawa Barat dan - DKI
Jakarta.Provinsi dengan jumlah akumulasi
rckening borrower terendah di Indonesia
per 30 Jum 2019 sampai dengan per 30
September 2019  berturut-turut  adalah
provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat,
Papua Baral, Maluku, dan Kalimantan
Utara. Hal ini memperlihatkan bahwa
masih sedikit masyarakat dan pelaku usaha
di lima provinsi tersebut vang telah
memanfaatkan layanan jasa teknologi
finansial. Namun demikian, khusus per 30
seplember 2019 Kalimantan Utara berada
pada posisi terendah ke empat dan Maluku
berada pada posisi terendah ke lima dari
jumlah akumulasi rekening borrower di
Indonesia.Otoritas Jasa Keuangan bersama
dengan pelaku usaha, media massa, dan

melakukan
literasi agar

pemerintahperlu terus
dan
masyarakat lebih mengenal, memahami,
memercayal dan memanfaatkan layanan
jasa teknologi finansial.

Tabel 4. memperlihatkan provinsi
dengan jumlah akumulasi rekening lender

terbesar di Indonesia per 30 Juni 2019

sogsializasi, edukasi
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sampai demgan per 30 September 2019
berturut-turut adalah provinsi DKI Jakarta,
Javwa Baral, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Banten. Hal ini memperiihatkan bahwa ke
lima provinsi terscbut  mengalami
perkembangan jumlah akumulasi rekening
Jumlah
akumulasi rekening lender di provinsi DKI
Jakarta sangal tinggi vaitu berkisar 46%
dari jumlah akumulasi rekening fender di
Indonesia. Tingginya jumlah akumulasi
rekening lender di provinsi DEI Jakarta
memperlihatkan banyaknya  investor di
provinsi DEI  Jakarta vang telah
memanfaatkan teknologi finansial untuk
menanamkan kelebihan dananya. Provinsi
dengan jumlah akumulasi rekening lender
terendah di Indonesia per 30 Juni 2019
sampal dengan per 31 Juli 2019 berturut-
turut adalah provinsi Sulawesi Barat,
Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku
Utara, dan Maluku. Jumlah akumulasi
rekening lender terendah di Indonesia per
31 Agustus 2019 berturui-turut adalah
provinsi Papua Baral, Kalimantan Utara,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku.
Jumlah akumulasi rekening lender
terendah di Indonesia per 30 September
2019  berturut-turat  adalah  provinsi
Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi
Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Dari
semua periode wekitu memperlihatkan ke

lender yang cukup tinggi.



perkembangan jumlsh akumulasi rekening
{ender yang sangal rendah dibandingkan
dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

4. Menuai Ancaman FEksistensi Industri
Jasa Keuangan
Teknologi

lending \elah bergerak cepat menuju pasar

dengan pertumbuhan tinggi, Salah satu
fakior penyebab tingginya pertumbuhan
perusahaan berbasis teknologi  finansial
adalah kemudahan akses karema belum
ketatrya  repulasi  vang  mengatur
perusahaan  berbasis teknologi  finansial
dibandingkan dengan perisahaan  jasa
kevangan konvensional vang highly
regulated, Kemudahan akses disertai
dengan kebiasaan menggunakan teknologi
menyebabkan  penerasi lehih
mengenal perusahaan berbasis teknologi
fingnsial dibandingkan dengan perusahaan
jasa keuangan konvensional. Pengetatan
mE-ﬂ]ﬂﬁi dianggap akan mengancam
perkembangan  perusahaan herbasis
teknologi finansial yang telah memberikan

finansial peer to peer

milenial

kontribusi besar pada perckonomian
nasional.

Akselerasi  teknologi  finansial  di
samping memberikan manfaat

dikhawatirkan juga akan mengganggu
cksistensi industri jasa kevangan. Inovasi
teknologi

finansial SECAra khusus

mengganggy praktik bisnis yang binsa
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terjadi di industri kewangan (Jay &Bora,
2019).Elena  (2019)  mengemukakan
teknologi finansial mewakili sekior produk
inovatif wang bersaing dengan layanan
keuangan tradisional. Matthew (2018)
mengemukakan teknologi finansial yang
diterapkan dalam usaha rintisan dapat
mengganggu sektor pembayaran mobile,
transfer dana, pinjaman, pengumpulan
dana dan bshkan manajemen.Kehadiran
perusahaan berbasisteknologi
peer fo  peer lending  berpotensi
menghadirkan kompetisi vang tidak sehat
terutama bagi industri jasa keuangan

finansial

seperti perbankan,

multifinance,
lainnya karena kesamaan dari target pasar
yang disasar. Pendapatan bunga pinjaman
yang menjadi salah satu bisnis int industri
jasa  keuangan  konvensional akan

perusahaan

dan lembaga keuangan

terganggu dengan kehadiran
perusahaanberbasizs teknologi  finansial
peer fo peer lending,

Kehadiran perusahaan  berbasis

teknologi finansial telah membuat semakin
kaburnya batas layanan antara industri jasa
keuangan  seperti  perbankan  dan
perusahaan  berbasistcknologi  finansial,
Layanan jasa finansial vanpg biasa
dilakukan cleh bank dan lembage
keuangan lainnya semakin dikembanghkan
dan diambil alih oleh perusshaan
berbasisteknologi finansial



dan dikhawatirkan memunculkan risiko
perbankan  bayangan(shadow banking).
FSB (2012) menggambarkan perbankan
bavangan (shadow banking) seperti
“intermediasi kredit yang melibatkan
entitas dan aktivitas (sepenuhnya atau
sebagian) di luar sistem perbankan yang
ada saat ini” (Stijn &Lev, 2014). Praktik
perbankan bayangan (shadow banking)
seperti layaknya layanan perbankan yaitu
menghimpun dana dan memberikan kredit
dengan bunga tinggi namun dengan syarat
yang lebih mudsh dipenuhi dibandingkan
dengan syarat yang diwajibien perbankan.
Intermediasi kredit dengan cara ini dapat
menyebabkan risiko kredit macet yang
tinggi dan mengganggu eksistensi industri
jasa keuangan.

Tantangan semakin besar mengingat
teknologi finansial tidak hanya merambah
pada layanan pinjam meminjam, rarin
juga telah menyasar pada layanan jasa
finansial lainnyas yang biasa dikerjakan
perusahaan
konvensional seperti transfer dana,
pembayaran, crowd fimding, asuransi, dan
layanan jasa financial lainnya Lebih dan
itw, kemunculan sejumlah perusahaan
raksasa dunia (big fech) telah menguasai
berbagai bisnis ckonomi dan keuangan
digital di berbagai dunia, bahkan beberapa
di antaranya menerbitkan wirtcal atan

oleh jasa  keuangan
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kewenangan bank seatral. Kchadiran mata
uang digital perdu diantisipasi oleh
pemerintah karena mempengaruhi tata
kelola moneter dan stabilitas keuangan di
masa yanp akan datang.

5. Stratepi Industri Jasa Keuangan
Kehadiran  perusahaan  berbasis
teknologi  finansial hendaknya disikapi
bukan sebagai sebush ancaman bagi
ndustri jasa keuangan. Perkembangan
teknologi finansial hendaknya dimaknai
sebagai sebuah t{antangan yang harus
dihadapi, terutama oleh perusahaan jasa
keuvangan kenvensional vyang belum
melakukan inovasi dalam memberikan
lavanannya.Risiko terbesar yang hams
diwaspadai adalah cepatnya
perkembangan teknologi dan perusahaan
vang mampu menguasai teknologi
adalash  the wimmer dari situasi ini
Perusahaan jasa keuvangan konvensional
harus lebih adaptif dan bergerak cepat
digitalisasi keuangan, karena lavenan yang
diberikan aksn semsbon  berdurang
relevansinya dalss ek dgital yang
bergerak dengan copat. Podensi kurangnya
perhatian ctems Sax Smmngac scjak awal,
Industn s kesseges komvensional perlu



meningkatkan layanan dan membuat
terobosan-terobosan barn dalam layanan
digitalyang berorientasi pada pengizuna
tanpa terpaku dengan cara berpikir
perbankan Teknologi
finansial, yang biasa disebut “fintek”,
sckarang menjadi kata kunci vang sangat
banyak digunakan. Bernardo (2017)
mengemukakan perusahaan rintisan yang
bersaing dengan  layanan  kenangan
tradisional, menawarkan layanan vyang
berpusat pada pelanggan yang mampu
menggabungkan kecepatan dan
fleksibilitas, menycbhar ke scluruh dunia.
Strategi-strategi  perlu  dipergunakan
industri jasa keuangan konvensional dalam
menghadapi arus digitalisasi keuangan, Tak
dapat dipungkiri terdapat beberapa hal
vang dapat terdapat
beberapa hal yang menuntet kompetisi,dan
terdapat pula beberapa hal yang dapat
dikolaborasikan  dengan  perusahaan
‘berbasis teknologi finansial Parag (2018)
terdapat pula
kemungkinan bahwa teknologi finansial
dan perusahaan jasa keuangan yang telah
ada akan hidup berdampingan dalam
hubungan sinergis. Jay (2017)
mengermukakan kombinasi yang tepat dari
teknologi dan jasa keuangan melalui
kemitraan memiliki  potensi  signifikan
untuk menciptakan milai bagi perusahaan
berbasis  teknologi

konvensional.

saling mengisi,

mengemukakan

finansial dan
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perusahaan keuangan tradisional.
Kolaborasi perusahaan jasa keuangan
konvensional dengan perusahasn berbasis
teknologi finansial menjadi salah satu opsi
dalam kerangka mitigasi potensi risiko
berkurangnya relevansi layanan
perusahaan jasa keuwangan konvensional
dalam ranah digital dan akan memperluas
ekosistem pembayaran digital di Indonesia.
Penggunaan dan pengisian vang dompet
digital dengan menggunakan layanan
perusahaan jasa keuangan konvensional
seperti perbankan dalam transaksi layanan
teknologi finansial merupakan salah saw
contoh hal yang bersifat saling mengisi.
Perugahaan kevangan
konvensionaldapat memanfaatican
perkembangan teknologi digital dengan
menyediakan aplikasi untuk memproses
data transaksi dengan cepat, aman dan
memberikan kemudahan dalam melakukan
segala aktivitas pembayaran Kerja sama
antara  perusahaan  jasa  keuangan
konvensional dengan perusahaan berbasis
teknologi finansial dapat pula dilakukan
dengan menyediakan layanan pembayaran
tagihan-tagihan aplikasi
perusahaan berbasis teknologi finansial.
Kepercayaan vang tinggi dari nasahah
perusahaan jasa keuangan konvensional
dapai dimanfaatkan dengan melindungi
data nasabah dan meningkatkan keamanan

jasa

melalw



sejalan dengan kenyamanan nasabah vang
menjadi tuntutan saat ini.

Penggunaan berbagail strategi dapat
dimanfaatkan industri  jasa keuangan
konvensionaluntuk segera beradaptasi dan
menyelaraskan  diri  dengan tuntutan
digitalisasi lavanan sekior keuangan.
Penyelarasan dilakukan dengan menjalin
kerja sama dan berkolaborasi dengan
peruszhaan berbasis teknologi  finansial
untuk  memperluas  bisnisnya  dan
menjangkau banyak nasabahsesuai dengan
regulasi, ketentuan, dan etika bisnis yang
berlaku, Jalinan kerja sama dilakukan
untuk menjamin kesehatan, kestabilan dan

peningkatan nilai tambahbagi
perekonomian nasional,
C. Penutap

Peer 1o peer lending sebagai salah satu
layanan teknologi finansial

mempetiemukan secara langsung pihak
pemberi pinjaman (fender) dengan pihak
penerima pinjaman (borrower). Data per
30 Juni 2019 sampai dengan per 30
September 2019 memperlihatkan:
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1) provinsi dengan jumlsh akumulasi
Jawa Barat, DKl Jakarta, Jawa Timur,
Banten, dan Jawa Tengah; 2) provinsi
dengan  jumlah akumulasi rekening
borrower terendah adalah provinsi Maluku
Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat,
Maluku, dan Kalimantan Utara;3) provinsi
dengan jumlah akumulasi rekening lender
terbesar adalah provinsi DET Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Banten; 4) provinsi dengan jumlah
akumulasi rekening fender terendah adalah
Sulawesi  Barat, Popua DBarat,
Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan
Maluku. Kehadiran teknologi finansial di
samping membawa — manfaal  bagi
masyarakal, pelaku usaha, maupun
perekonomian nasional, dikhawatirkanjuga
memiliki potensi risiko yang dapat
mengganggu eksistensi  industi  jasa
keuvangan.Industri jasa keuangan perlu
menyusun strategi dan menjalin kerja sama
dengan perusahaan icknologs finansial
sesuai dengan regulasi, ketentuan, dan
elika bisnis yang berlaku

provinsi
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